BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG
PENERAPAN SISTEM APLIKASI LEBAK SMART TAX
DALAM PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang cukup
strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan
daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang diperuntukan bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Daerah,
khususnya terhadap jenis pajak yang dilaksanakan melalui
penghitungan dan pembayaran pajak secara mandiri oleh
Wajib Pajak (self assesment), maka diperlukan suatu sistem
online yang mampu merekam data transaksi yang menjadi
dasar pengenaan pajak yang bersangkutan;

c. bahwa agar penerapan sistem online dapat dilaksanakan
dengan tertib, efektif, efisien serta sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu




Mengngat

Ls

mengatur penerapan sistem aplikasi Lebak Smart Tax dalam
pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Lebak dalam suatu
Peraturan Daerah; dan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penerapan Sistem Aplikasi Lebak
Smart Tax dalam pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten
Lebak;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4953);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3987);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia




Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4010);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Republik Indonesia
Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesi Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
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Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5348);

.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5950);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014
tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peraturan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor
20173);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SISTEM APLIKASI
LEBAK SMART TAX DALAM PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DI
KABUPATEN LEBAK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Lebak.
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Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi
kewenangan daerah dengan otonom.

Bupati adalah Bupati Lebak.

Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk
Jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga
motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah
penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih
dari 10 (sepuluh).

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

.Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan

dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,
warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
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Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau
keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan

corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum
terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca,
didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Nilai Jual Objek Reklame yang selanjutnya disingkat NJOR adalah
merupakan keseluruhan pembayaran atau pengeluaran biaya-biaya yang
dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam
hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik,
pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, pemasangan dan
transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan
reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan/atau
terpasang di tempat yang telah diizinkan.

Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR
adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame
berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk
berbagai aspek kegiatan.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik
yvang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di
dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan,

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang
mineral dan batubara.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan
jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagali suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan

kendaraan bermotor.

-Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat

sementara.
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Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di
bawah permukaan tanah.

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau
pengusahaan sarang burung walet.

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu
collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia
linchi.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yvang menjadi dasar
bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang
terutang.

. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,

kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kalender.

. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam

Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pajak yang akan terutang adalah pajak yang telah terhitung besarannya
namun belum melewati Masa Pajak.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya
disebut sebagai e-SPTPD adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang
berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran
pajak.

Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SSPD
adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang dibuat sebagai SSPD.

Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem
lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.

Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai sistem adalah

serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan,
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mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan,
mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
Aplikasi Lebak Smart Tax adalah perangkat lunak yang memanfaatkan
kemampuan sistem untuk melakukan suatu tugas dalam fungsi pengelolaan
Pajak Daerah.

Pasal 2
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penerapan sistem online terhadap
Pajak Daerah.
Penerapan sistem online terhadap Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi :
a. Pajak Hotel;
. Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

a o o

. Pajak Reklame;
. Pajak Penerangan Jalan;
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
. Pajak Parkir;
. Pajak Air Tanah;
Pajak Sarang Burung Walet.
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Pasal 3
Bupati berwenang melakukan pengelolaan sistem online terhadap Pajak
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengelolaan sistem online terhadap
pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah
yang ditunjuk.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 4
Penerapan sistem aplikasi Lebak Smart Tax terhadap Pajak Daerah
dilaksanakan atas dasar :
a. asas kepentingan umum;

b. asas ketertiban dan kepastian hukum;
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(4)
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c. asas proporsionalitas;
d. asas profesionalitas;
e. asas keterbukaan; dan

f. asas akuntabilitas.

Pasal 5

Tujuan penerapan sistem aplikasi Lebak Smart Tax terhadap Pajak Daerah

meliputi:

a. mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan
efisien;

b. meminimalisir kehilangan potensi Pajak Daerah sehingga penerimaan
daerah dari sektor Pajak Daerah dapat ditingkatkan;

¢. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pajak
Daerah yang merupakan penopang pendapatan asli daerah;

d. memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pembayaran dan

pelaporan Pajak Daerah.

BAB III
PELAPORAN PAJAK

Pasal 6
Wajib Pajak wajib melakukan pelaporan pajak terutang melalui e-SPTPD yang
disampaikan kepada Bupati melalui Badan.
Wajib Pajak wajib mengisi e-SPTPD dengan benar, jelas dan lengkap guna
kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Badan.
Pengisian dan penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui sistem aplikasi Lebak Smart Tax.
Jangka waktu penyampaian e¢-SPTPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku di
Daerah.
Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh
pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari
kerja setelah hari libur.
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaporan Pajak terutang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan.




BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7
(1) Kepala Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
terkait penerapan sistem aplikasi Lebak Smart Tax terhadap Pajak Daerah.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 8
Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat
(2) dikenakan sanksi administrasi berupa :
a. peringatan tertulis;

b. pemasangan tanda peringatan,; -

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9
SPTPD yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak sebelum berlakunya
Peraturan Bupati ini tetap dinyatakan sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.
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Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 3 liei 201y

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal J Med 201

H KABUPATEN LEBAK,

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019 NOMOR 1T
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